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Menimbang : a  bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawsb
kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyeienggaraan
Pelayanan Publik pada Kantor Kecamatan Randuagung Kabupaten
Lumajang Propinsi Jawa Timur system penyelenggaraan pemenuntahan
sesual dengan asas — asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang
baik, terpenuhinya hak — hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan
public secara maksimal serta nmewujudkan partisipasi dan ketaatan
masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan public, maka periu
ditetapkan Standar Pelayanan,
b. bahwa untuk memperjelas hak dan kewajiban antara penyeienggara
pelayanan publik dengan masyarakal, sera terwujudnya langgung jawab
Kecamatan Randuagung, maka perlu adanya pedoman dan ketentuan
yang mengatur penyelenggaraan pelayanan publik:
c. Bahwa upaya untuk, meningkatkan kualitas pelayanan publi
sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Standar
Pelayanan pada Kantor Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumaang
Provinsi Jawa Timur dalam Keputusan Camat Randuagung Kabupsten
Lumajang.
Mengingat : 1. Undang — Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok
. kepegawaian sebagaimana {elah diubah dengan Undang — Undang
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1898, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3890).
2  Undang — Undang Nomor 8 Tahun 1681 tentang Hukum Acara Pidana







-

MEMUTUSKAN

Menelapkan -
an Kantor Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang

Pertama - Standar Pelayan
Provinsi Jawa Timur sebagimana disebut dalam Lampiran Keputusan ini;

Standar Pelayanan pada Kecamatan Randuagung sebagaimana Diktum

Kedua
Pertama meliputi ruang lingkup pelayanan sebagai berikut :

Pencatatan Biodata Penduduk;
Pencatatan Kelahiran;

Pencatatan Kematian,

Penerbitan Kartu Keluarga (KK),

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP — El);
Pengajuan Kartu Identitas Anak (KIA);

Pendaftaran Perpindahan Penduduk;

Aktivikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD);
Pengajuan Izin Pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) / Lembaga

Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA);
10. Pengajuan Surat Keterangan Keluarga Miskin;
11. Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu;
12. Verifikasi Surat Pernyataan Ahli Waris;
13. Permohonan Legalisasi Dokumen;

14. Penerbitan Surat Dispensasi Nikah;

15. Penandatanganan Surat Persetujuan Orang Tua / Wali dan Daftar Riwayat

Hidup Pendaftaran Anggota TNI;
16. Penanganan Pengaduan;
17. Penerbitan Rekomendasi Pencairan Kas Desa;
Pengajuan Penetapan SK Evaluasi APBDesa dan Perubahan APBDesa;

18.
Penerbitan Rekomendasi Rotasi / Pemberhentian / Pengisian / Pelantikan

19.
Perangkat Desa.

. Standar Pelayanan Kantor Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang

Ketiga
Jawa Timur sebagaimana dalam Diktum Pertama dipergunakan

Provinsi
sebagai acuan yang dilaksanakan oleh petugas / aparat Kantor Kecamatan

Randuagung;







Lampiran | Keputusan Camat Randuagung

Nomor 188.4/ 1427.98/2026
Tangaal 4 Mei 2026
lentang Standar Pelayanan Kantor

Kecamatan Randuagung

1. STANDART PELAYANAN PENCATATAN BIODATA PENDUDUK
A. SERVISE DELIVERY

No Komponen Uraian

|

1. | Persyaratan E {. Biodata Penduduk baru bagi WNI

a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin atau pernan

kawin;

b. Kartu Keluarga.
2. Biodata Penduduk karena pindah datang (antar Kecamatan dalam

satu Kabupaten) bagi VNI :

a. Surat keterangan pindah (SKPWNI) dari daerah asal;

b. Kartu Keluarga.
3. Biodata Penduduk hilang dan rusak bagi WNI :
| a. Surat keterangan hilang dari kepolisian;

b. KTP-el yang rusak

P

Perekaman dan penerbitan Biodata Penduduk baru bagi luar
domisili kecamatan

a. Pemohon tidak melakukan perubahan data penduduk;

b. Kartu Keluarga

| Sistem Mekanisme | 1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap;

ha

dan Prosedur Petugas loket menerima, dan memeriksa kelengkapan berkas

permohonan

3. Kepala Seksi menerima berkas, melakukan validasi dan
meneruskan ke petugas Operator pelayanan Administrasi
Kependudukan,

4. Operator SIAK di Kecamatan memasukan data ke dalaml

| | database dan melakukan pemindaian dokumen persyaratan untuk

diteruskan ke petugas verifikator SIAK di Kabupaten melaluil
! sistem;

5. Petugas verifikator SIAK di Kabupaten melakukan proses lanjutan
. . sampai dengan Biodata teregister dan ber Tanda Tangan
' | Elektronik (TTE) dari Perangkat Daerah teknis yang menangani
urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan

| 6. Petugas verifikator SIAK di Kabupaten mengirimkan data Biodata
ke Operator SIAK di Kecamatan untuk Proses Cetak .




[ 7. Operator SIAK di Kecamatan mencetak Biodata dan memberikan
|

ke Petugas Loket; dan
8. Petugas Loket menyerahkan Biodata ke Pemohon setelah

pemchon menandatangani bukti penerimaan.

| Catatan : pencetakan Kutipan Akta Kelahiran bersamaan dengan
|

pencetakan dokumen adminduk lainnya yang berkaitan

|
| | — e ‘\:
‘ ‘ Berkastidaklengkap berkas lengkap
‘ |  dikembalikanke pemohon 3
3
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| Pelayanan

[ 4 | Biaya / Tarif | Gratis . : : - '
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| 5. | Produk Pelayanan | Biodata Penduduk

6. | Penanganan | Website : https://randuagungluma angkab.go.id

|| Pengaduan, Saran | FB : Kecamatan Randuagung
| dan Masukan | Telp (0334) 323 31 B&Kotak Saran

B. PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO|  KOMPONEN _
1 | Dasar Hukum

URAITAN -
1. Peraturan F Presiden | Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan |
dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; i
| 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang |
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun

3 = L_@i‘?i‘ang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk




e (L

s i | dan Pencatatan Sipil,
3. UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

sebagiaman telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 24
Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

4 PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan UU Nomor 23 |
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

5 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang, Nomor 15 Tahun 2016 .
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan:

| 7. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/8/427.12/2022
Tahun 2022 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati

Kepada Camat.

2. | Sarana Prasarana | 1. MejaKursi 8. Buku Kerja
| 2. Komputer 9. Tempat parkir
| 3. Printer 10. Ruang Tunggu
| 4. Ruang Kerja 11. Musho;ah
| 5. Almari Arsip 12. Area Merokok
6. Alat Tulis Kantor (ATK) 13. Toilet
7. Alat Komunikasi
3. | Kompetensi | 1. Memahami regulasi tentang administrasi Kependudukan;
Pelaksana | 2. Mampu mengoperasikan komputer
3. Ramah, rapi, sopan, menarik, rajin, teliti, terampil dan d|5:pl|n
i | Pengawasan 1. Dilakukan oleh atasan langsung pelaksana: |

Internal 2 Satgas Sistem Pengendalian Internal Pemermtah {SPIP) ‘

i. | Jumlah Pelaksana 3

(tiga) orang terdiri : _ |

1. 1 (satu) orang penerima pemohon, pengganda dan penyampai \
hasil pelayanan;

2. 1 (satu) orang operator SIAK

_ . . 1 (satu) orang korektor dan mengatasi masalah;
Jaminan Pelayanan | 1. Kerahasiaan dan keamanan berkas terjamin.

2. Kepastian biaya yang dikeluarkan sudah sesuai dengan |
peraturan yang berlaku;

| 3. Bebas KKN.
Jaminan Keamanan | 1. Adanya tanda terima sebagai jaminan dokumen yang sudah |
dan Keselamatan ' diserahkan dan penyimpanan dokumen:
51 Pelaksana | 2. Dokumen security.
Evaluasi Kinerja Dilakukan secara rutin dilaksanakan setiap hari saat apel pagi dan ‘

Pelaksana

rapat tiap awal bulan. ‘
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No|  Komponen

1. | Persyarat'an

' | Srstem Mekanisme

| dan Prosedur

=

STANDART PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN

A. SERVISE DE LIVERY

= " Uraian

Akta Kelahiran (Pasal 33)
a. Surat keterangan kelahiran;
b. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah

0

Kartu Keluarga;
|

KTP-el |
Bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan dan tidak

O a

diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya harus
memenuhi persyaratan berita acara dari kepolisian; dan

f. Bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya ataukeberadaan
orang tuanya selain yang dimaksud (pada poin e) harus
memenuhi persyaratan surat pernyataan tanggung jawab
mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran dengan 2 (dua)

orang saksi.

[ 2. SPTJM kelahiran dengan 2 (dua) orang saksi (Pasal 34) :

w

a. Tidak memiliki surat keterangan kelahiran dan/atau
b. Tidak memiliki buku nikah /kutipan akta perkawinan atau bukti
lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan

sebaga| suami istri

Pemohon menyerahkan berkas Dersyaratan yang lengkap

Petugas loket menerima, dan memeriksa kelengkapan berkas|

permohonan:

Kepala Seksi menerima berkas, melakukan validasi dan
meneruskan ke petugas Operator pelayanan Administrasil

Kependudukan

!4. Operator SIAK di Kecamatan memasukan data ke dalam

database dan melakukan pemindaian dokumen persyaratan|
untuk diteruskan ke petugas verifikator SIAK di Kabupatem

melalui sistem:

|
| 5. Petugas verifikator SIAK di Kabupaten melakukan proses|

lanjutan sampai dengan kutipan Akta teregister dan ber Tanda
Tangan Elektronik (TTE) dari Perangkat Daerah teknis yang

menangani urusan pemerintahan  di bidang Admlnistras'r|

Kependudukan: .'
!

6. Petugas verifikator SIAK di Kabupaten mengirimkan data kutlpan.

akta ke Operator SIAK di Kecamatan untuk Proses Cetak: |




i | 7. Operator SIAK di Kecamatan mencetak Kutipan Akta Kelahiran:

dan memberikan ke Petugas Loket; dan

8. Petugas Loket menyerahkan Kutipan Akta Kelahiran ke
; Pemohon setelah pemohon menandatangani bukti penerimaan
| | Catatan : pencetakan Kutipan Akta Kelahiran bersamaan dengan

I pencetakan dokumen adminduk lainnya yang berkaitan.
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! Berkastidaklengkap berkas lengkap
‘ dikembalikanke pemohon 3
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3 _'i Jangka waktu | 12 menit |

| Pelayanan | |

: Biaya / Tarif Ii. Gratis 2 i

4.

5. | Produk Pelayanan | Kutipan Akta kelahiran
= = | —

&

" Penanganan | Website : https://randuagunglumajangkab.qgo.id
| Pengaduan, Saran | FB : Kecamatan Randuagung
dan Masukan | Telp. (0334) 323 313&Kotak Saran

B. PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

I0. KOMPONEN | URAIAN
1 LDasar Hukum >

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan
dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;




[r——
| 2, Perat;ra_n aenterl Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96
Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil
| I [3. WU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
| | sebagiaman telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 24
: | Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan; |
| 4. PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan UU Nomor 23 |
; Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,;
' | 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang, Nomor 15 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
6. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2016 tentang |
i Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi |
i Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan: '
Il 7. Keputusan Bupati Lumajang Nomor. 188.45/8/427.12/2022 .
i . Tahun 2022 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati
! . Kepada Camat. ‘
| 2. | Sarana Prasarana | 1. Meja Kursi 8. Buku Kerja ' BE
| 2. Komputer 9. Tempat Parkir ‘
‘ 3. Printer 10. Ruang Tunggu |
| ‘ 4. Ruang Kerja 11. Tempat Parkir |
| | 5. Almari Arsip 12. Mushola |
(E. | 6. Alat Tulis Kantor (ATK) 13. Area Merokok
| |' 7. Alat Komunikasi 14. Toilet
|'_3-' I' Kompetensi | 1. Memahami regulasi tentang administrasi Kependudukan: i|
.l Il Pelaksana | 2. Mampu mengoperasikan computer; |
| I| !3 Ramah, rapi, sopan, menarik, rajin, teliti, terampil dan dlSlplm '|
|I 4. | Pengawasan K Dilakukan oleh atasan langsung pelaksana; =

| Internal [ 2. Satgas Sistem Pengendahan Internai Pemermtah (SPIP).

5. | Jumlah Pelaksana | 3 (hga)orang terdiri ;

1. 1 (satu) orang penerima pemohon, pengganda dan penyampai
hasil pelayanan;

1 (satu) orang operator SIAK;

1 (satu) orang korektor dan mengatasi masalah.

6. | Jaminan Pelayanan Kerahasiaan dan keamanan berkas terjamin:

N SN

Kepastian biaya yang dikeluarkan sudah sesuai dengan

peraturan yang berlakuy;




o 3. Bebas KKN.

5T Jaminan Keamanan | 1. Adanya tanda terima sebagai jaminan dokumen yang sudah

dan Keselamatan diserahkan dan penyimpanan dokumen;

Pelaksana 2. Dokumen security i
8. | Evaluasi Kinerja [ Dilakukan secara rutin dilaksanakan setiap hari saat apel pagi dan |

Pelaksana rapat tiap awal bulan.

3. STANDART PELAYANAN PENCATATAN KEMATIAN
A. SERVISE DELIVERY

No Komponen | Uraian

1. | Persyaratan y 1. Formulir Pelaporan Kematian (F2.28}:

| 2. Surat Keterangan Kematian (F2.29),

|
Surat Pernyataan Kematian dari dokter / para medis;

| 4. Surat Pernyataan bila meninggal di rumah;
Fotocopy Kartu Keluarga dan KTP el jenazah;
6. Fotocopy KTP el pelapor;

| 7. Fotocopy KTP el 2 (dua) orang saksi.

a4 = === 2t —
2. | Sistem Mekanisme |1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap;

dan Prosedur 2. Petugas loket menerima, dan memeriksa kelengkapan berkas
|

permohonan;

|3. Kepala Seksi menerima berkas, melakukan validasi dan:
meneruskan ke petugas Operator pelayanan Administrasil
Kependudukan; |

4. Operator SIAK di Kecamatan memasukan data ke dalam database
dan melakukan pemindaian dokumen persyaratan untuk dnteruskan]
ke petugas verifikator SIAK di Kabupaten melalui sistem: |

5. Petugas verifikator SIAK di Kabupaten melakukan proses Ianlutan!
sampai dengan kutipan Akta teregister dan ber Tanda Tangan|
Elektronik (TTE) dari Perangkat Daerah teknis yang menangani!

| Urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan:

6. Petugas verifikator SIAK di Kabupaten mengirimkan data kutipan

| akta ke Operator SIAK di Kecamatan untuk Proses Cetak;

!? Operator SIAK di Kecamatan mencetak Kutipan Akta Kematian dan

| memberikan ke Petugas Loket:

iB Petugas Loket menyerahkan Kutipan Akta Kematian ke Pemohon

setelah pemohon menandatangani bukti penerimaan. |
:Catatan - pencetakan Kutipan Akta Kematian bersamaan dengan
\pencetakan dokumen adminduk lainnya yang berkaitan
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Berkastidaklengkap berkas lengkap dikembalikanke |
|
pemohon 3

3

| 3. | Jangka waktu 12 menit |
Pelayanan 5=k ey
| 4. | Biaya/ Tarif | Gratis |

5. | Produk Pelayanan | Kutipan Akta Kematian :

| 8. | Penanganan Website : https .f'h-'_arxduaqu_ng_iL_unalauq_kab go.id

| Pengaduan, Saran | FB : Kecamatan Randuagung
dan Masukan Telp. (0334) 323 313&Kotak Saran

B. PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

'NO| KOMPONEN

| =N " URAIAN
1 | Dasar Hukum

[1. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan :,

dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; |
| 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang ||
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun
2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil;

| | 3. UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

; , sebagiaman telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 24
| Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan:
| | |4 PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan UU Nomor 23
| Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:
| 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang, Nomor 15 Tahun 2016
[ Lentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah:




P or 86 Tahun 2016 tentang

Peraturan Bupati Lumajang Nom

.'—-_-"I—_'_ == B
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
7 Keputusan Bupati Lumajang Nomor. 188 45/8/427.12/12022
Tahun 2022 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati
Kepada Camat
— | Sarana Prasarana | 1. MejaKursi 8 Buku Kerja
2. Komputer 9. Tempat parkir
3. Printer 10. Ruang Tunggu
4. Ruang Kerja 11. Musho;ah
5. Almari Arsip 12 Area Merokok
6. Alat Tulis Kantor (ATK) 13. Toilet
7. Alat Komunikasi
"3 |Kompetensi | 1. Memahami regulasi tentang administrasi Surat Rekomendasi, |
Pelaksana 2. Mampu mengoperasikan komputer
3. Ramah, rapi, sopan, menarik, rajin, teliti, terampil dan disiplin
| 4. | Pengawasan 1. Dilakukan oleh atasan langsung pelaksana; 3 ¥
Internal 2 Satgas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
5. | Jumlah Pelaksana 3 tiga) orang terdir o 1= B
1. 1 (satu) orang penerima pemohon, pengganda dan penyampal
hasil pelayanan
2. | (satu) orang operator SIAK
3. 1 (satu) orang korektor dan mengatasi masalah
6. | Jaminan Pelayanan | 1. Kerahasiaan dan keamanan berkas terjamin 11>
2. Kepastian biaya yang dikeluarkan sudah sesuai dengan
peraturan yang berlaku
3. Bebas KKN
7. | Jaminan Keamanan | 1. Adanya tanda terima sebagai jaminan dokumen yang sudah |
dan Keselamatan diserahkan dan penyimpanan dokumen
Pelaksana 2. Dokumen security.
; 52?2?22%?””’3 | Dilakukan secara rutin dilaksanakan setiap hari saat apel pagi dan
rapat tiap awal bulan
4. STANDART PELAYANAN PENERBITAN KARTU KELUARGA ( KK )
A. SERVISE DELIVERY
'No Kompone;_ Tea== e

1 _F-‘-ersyarat_an

1. Kartu Keluarga Baru bagi WNI (Pasal 11 ayat 1)

Uraian

a. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta




perceraian; |
b. Surat keterangan pindah /surat keterangan pindah datang bag|;

penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan|

Republik Indonesia; |
Surat keterangan pindah luar negerl yang diterbitkan oleh
Perangkat Daerah teknis yang menangani urusan pemerintaharn|
di bidang Administrasi Kependudukan bagl WNI yang datang'
dari luar Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah;
d. Surat keterangan pengganti tanda identitas bagi penduduk|
rentan Adminsitrasi Kependudukan
e. keputusan  Menteri  yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status
kewarganegaraan
. Kartu Keluarga untuk perubahan (Pasal 12) :
a. Kartu Keluarga Lama; |
b, Surat keterangan / bukti perubahan peristiwa kependudukan dan|
peristiwa penting,
Kartu Keluarga hilang/rusak bagi WNI (Pasal 13 ayat 1): |
a. Surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak;
b. KTP-el |

Egtem Mekanisme

! dan Prosedur

Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkab.
Petugas loket menerima, dan memeriksa kelengkapan berkasI
permohonan;

. Kepala Seksi menerima berkas, melakukan validasi dan|
meneruskan ke petugas Operator pelayanan Administrasi
Kependudukan; I.
Operator SIAK di Kecamatan memasukan data ke dalam database!
dan melakukan pemindaian data persyaratan untuk diteruskan ke
petugas verifikator SIAK di Kabupaten melalui sistem: Il

- Petugas verifikator SIAK di Kabupaten melakukan proses lanjutan

sampal dengan Kartu Keluarga teregister dan ber Tanda Tangan

Elektronik (TTE) dari Perangkat Daerah teknis yang menangani

urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan:

. Petugas verifikator SIAK di Kabupaten mengirimkan data Kartu

Keluarga ke Operator SIAK di Kecamatan untuk Proses Cetak;

Operator SIAK di Kecamatan mencetak Kartu Keluarga dan

memberikan ke Petugas Loket:

Petugas Loket menyerahkan Kartu Keluarga ke Pemohon setelah
pemohon menandatangani bukti penerimaan.
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[ 5. | Produk Pelayanan | Kartu keluarga (KK)

6 H’en_ang;!han | Website - https ?}Emr_maqunqlumalgijg'w_at_; go.id
|

| | Pengaduan, Saran | FB : Kecamatan Randuagung

| dan Masukan i Telp. (0334) 323 313&Kotak Saran

B. PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

INO| KOMPONEN | _ URAIAN
1 | Dasar Hukum 1. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan |

dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil:
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun

2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil;
3. UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
sebagiaman telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 24
. Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan:
4. PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan UU Nomor 23

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;




B

£

4

Sarana Prasarana 1

O oA W N

-J

Beraturan Daerah Kabupaten Lumajang, Nomor 15 Tahun 2016 |
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; |

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2016 tentang

Uraian Tugas dan Fungsi

Kedudukan, Susunan Organisasl, |

Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan:

Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/8/427.12/2022

Tahun 2022 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati

Kepada Camat

Meja Kursi 8. Buku Kerja

Komputer 9. Tempat parkir .
Printer 10. Ruang Tunggu |
Ruang Kerja 11. Musho;ah

Almari Arsip 12. Area Merokok

Alat Tulis Kantor (ATK) 13. Toilet

Alat Komunikasi

Kompetensi '

| Pelaksana ‘

W N

Memahami reg_u!aS| tentang administrasi kartu Keluarga;

Mampu mengoperasikan komputer |
Ramah, rapi, sopan, menarik, rajin, teliti, terampil dan disiplin. |

f Internal P

" 5 "Jumlah Pelaksana | 3

5.

'No

| |1.

| 2

| Jaminan Pelayanan | 1

. T
| Jaminan Keamanan | 1.

dan Keselamatan

‘Pengawasan 1.

Dilakukan oleh atasan langsung pelaksana; |
Satgas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) |

(tiga) orang terdiri :
1 (satu) orang penerima pemohon, pengganda dan penyampai |
hasil pelayanan; |
| (satu) orang operator SIAK |
1 (satu) orang korektor dan mengatasi masalah;

Kerahasiaan dan keamanan berkas terjamin |

Kepastian biaya yang dikeluarkan sudah sesuai dengan i,

peraturan yang berlaku;

Bebas KKN. }
Bl = — |
Adanya tanda terima sebagai jaminan dokumen yang sudah |

diserahkan dan penyimpanan dokumen:;

Pelaksana 2. Dokumen security.
Evaluasi Kinerla | Dilakukan secara rutin dilaksanakan setiap hari sz | pagi
S p hari saat apel pagi dan

rapat tiap awal bulan.

STANDART PELAYANAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK

(KTP el)
A. SERVISE DELIVERY
| Komponen |




1. |Persﬁratan

fho

~ [ 1. KTP-el baru bagi WNI (Pasal 15) : i

a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin atau ',:JemahE

kawin; |

b. Kartu Keluarga |
KTP-el karena pindah datang (antar Kecamatan dalam satul
Kabupaten) bagi WNI (Pasal 17 ayat 1)

a. Surat keterangan pindah (SKPWNI) dari daerah asal; |

b. Kartu Keluarga

KTP-el hilang dan rusak bagi WNI (Pasal 21) |
|
b. KTP-el yang rusak |

Perekaman dan penerbitan KTP-el baru bagi luar domisili

a. Surat keterangan hilang dari kepolisian

kecamatan :
a. Pemohon tidak melakukan perubahan data penduduk |

b. Kartu Keluarga |

Sistem Mekanisme

dan Prosedur

~ Pemohon menyerahkan berkas lengkap:; |

_ Petugas loket menerima dan memeriksa kelengkapan berka5|

permohonan; |

. Kepala Seksi menerima berkas, melakukan validasi dan

meneruskan ke petugas Operator SIAK di Kecamatan; |
Operator SIAK di Kecamatan memasukkan data ke dalam data |
base dan melakukan pemindahan data persyaratan untuk |
diteruskan ke petugas verifikatot SIAK di Kabupaten rneiaiuil
system |
Petugas verifikasi SIAK di Kabupaten Lumajang melakukan I.
proses lanjutan sampai dengan Kartu keluarga (KK) teregistrasi |

dan bertanda tangan elektronik (TTE) dari OPD teknis yang |

menangani urusan pemerintahan di bidang Administrasi |
|

Kependudukan;

6. Petugas Verifikasi di Kabupaten Lumajang mengirimkan data

Kartu Keluarga (KK) ke Operator SIAK di Kecamatan untuk
Proses cetak;

7. Operator SIAK di Kecamatan mencetak Kartu Keluarga (KK) dan

memberikan ke Petugas Loket;

| 8. Petugas loket menyerahkan Kartu keluarga (KK) ke Pemohon

setelah pemohon menandatangani bukti penerimaan.
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15, ]

(7]

' Jangka waktu

| Pelayanan

i Biaya / Tarif
Produk Pei'ayanan

| Penar{géaa_n_
Pengaduan, Saran

| dan Masukan

L —
p— ' ‘\\ |
Berkastidaklengkap berkas lengkap |
dikembalikanke pemohon 3 :
: " |
ik
|
= J?{, B
| 0
LQ-L-_ Tt
‘ 12 menit
| Gratis

: Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP - EI)

[ Websi_le_' htlﬁé lfranduagunglumajangkab.go.id

FB : Kecamatan Randuagung

Telp. (0334) 323 313&Kotak Saran
I — — e

B. PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO | KOMPONEN

1

| Dasar Hukum

%)

) URAIAN S
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan
dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahuni
2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk |
dan Pencatatan Sipil; |
UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
sebagiaman telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 24

Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan:

. PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan UU Nomor 23 |

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan: ;
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang, Nomor 15 Tahun 2016 ||
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah: |
Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2016 tentang |

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi |
: - |




CEEi _Seﬁa'Téfa'kerTaE&Eﬁan_deﬁielurahanr ‘
7. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/8/427.12/2022 ‘
Tahun 2022 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati

Kepada Camat I

Coree g _ A 0 v .
2. | Sarana Prasarana 1. Meja Kursi 8. Buku Kerja ‘

Komputer
Printer 10. Ruang Tunggu

9. Tempat parkir

Ruang Kerja 11. Musho;ah
Almari Arsip 12. Area Merokok

Alat Komunikas!
Memahami regulasi tentang administrasi Surat Rekomendasi;

| 3 | Kompetensi
Mampu mengoperasikan komputer

2
3
4
5
[ 6, Alat Tulis Kantor (ATK) 13. Toilet
;
7]
2
3

Pelaksana
‘ Ramabh, rapi, sopan, menarik, rajin teliti, terampil dan disiplin

| 4, | Pengawasan 1 Dilakukan oleh atasan langsung pelaksana;
Internal | 2. Satgas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

(8,]

| 5 Jumlah Pelaksana 3 (tiga) orang terdiri : .

1. 1 (satu) orang penerima pemohon, pengganda dan penyampai
hasil pelayanan;

2. 1 (satu) orang operator SIAK
3. 1 (satu) orang korektor dan mengatasi masalah;

| & | Jaminan Pelayanan | 1. Kerahasiaan dan keamanan berkas terjamin

| 2. Kepastian biaya yang dikeluarkan sudah sesuai dengan

peraturan yang berlaku; |

raeils - | | 3. Bebas KKN . .
[ 7. | Jaminan Keamanan | 1 Adanya tanda terima sebagai jaminan dokumen yang sudah

| I dan Keselamatan diserahkan dan penyimpanan dokumen; |
| | Pelaksana 2. Dokumen security |
I 8 | Evaluasi Kinerja :' Dilakukan secara rutin dilaksanakan setiap hari saat apel pagi dan'll

Pelaksana :
‘ | rapat tiap awal bulan

6. STANDART PELAYANAN PENGAJUAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)
A. SERVISE DELIVERY

NOJT Lo _ | Uraian
KR

Persyaratan | Kartu Identita Anak (KIA) : T e g
1. Usia 0 sd 5 tahun;
a. Fotocopy Akta Kelahiran;

b. Fotocopy Kartu Keluarga

2. Usia 5 sd 17 tahun kurang satu hari
‘. L = ; a. Fotocopy Akta Kelahiran:




(2. ] S1slém Mék-_amsmé

dan Prosedur

~ b Fotocopy Kartu Keluarga;

(s)]

{a]

¢ Pasfoto ukuran 4 X 6 sebanyak 1 { satu ) lembar. =i

Pemohon menyerahkan berkas lengkap; |
Petugas loket menenma dan memeriksa kelengkapan berkas |
permohonan '
Kepala Seksl menerima berkas, melakukan validasi dan |
meneruskan ke petugas Operator SIAK di Kecamatan,

Oerator SIAK di Kecamatan memasukkan data ke dalam data
base dan melakukan pemindahan data persyaratan untuk
diteruskan ke petugas verifikatot SIAK di Kabupaten melalm!
system;

Petugas verifikasi SIAK di Kabupaten Lumajang melakukan
proses lanjutan sampai dengan Kartu Identita Anak (KIA) |
teregistrasi dan bertanda tangan elektronik (TTE) dari OPD teknis |
yang menangani urusan pemerintahan di bidang Administrasi |
Kependudukan;

Petugas Verifikasi di Kabupaten Lumajang mengirimkan data
Kartu Identitas Anak (KIA) ke Operator SIAK di Kecamatan untuk
Proses cetak;

. Operator SIAK di Kabupaten mencetak KIA dan memberikan ke
Petugas Loket Kabupaten;

. Petugas Loket Kabupaten menyerahkan KIA ke petugas.
Kecamatan

. Petugas loket Kecamatan menyerahkan KIA ke Pemohon |

setelah pemohon menandatangani bukti penerimaan

=
1 2
|
\\j/
: y/;/ A
Ao A 4 b
— ’ ¥
- %&f j ” — | S \
- ~ %, N
9 NG
. W 'S
Berkastidaklengkap berkas lengkap dikembalikanke
pemohon 3




.Jang'k_a waktu

w

Pelayanan

é|aya | Tarif

12

| Gratis

menit

Produk Pelayanan

e

Penanganan
Pengaduan, Saran

! dan Masukan

| Kartu Identitas Anak (KIA)

Website : hitps:/randuagunglumajangkab.go.id
FB : Kecamatan Randuagung

Telp. (0334) 323 313&Kotak Saran

B. PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO|  KOMPONEN

"1 | Dasar Hukum

URAIAN ' |

[Fai

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan |

dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang ‘

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun |
2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk |
dan Pencatatan Sipil;

UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
sebagiaman telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 24 |
Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan: |
PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan UU Nomor 23 |
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang, Nomor 15 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan

Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/8/427.12/2022

Tahun 2022 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati
Kepada Camat. |




3. | Kompetensi

| Pelaksana

‘ 5. Almari Arsip 12

| 6. Alat Tulis Kantor (ATK) 13. Toilet

Alat Komunikasi

~l

10. Ruang Tunggu

Area Merokok

8. Buku Kerja y

2, ( Sarana Prasarana | 1. Meja Kursi |

r 2. Komputer 9. Tempat parkir !
| | 3. Printer

i 4. Ruang Kerja 11. Musha;ah

Mampu mengoperasikan komputer

S e A

| 4. | Pengawasan
|

Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung pelaksana;
i 2. Satgas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

[ ~ Memahami regulasi tentang administrasi KIA;

Ramah, rapi, sopan, menarik, rajin, teliti, terampil dan disiplin

=1
’»5 | Jumiah Pelaksana

3 (tiga) orang terdiri

| 1. 1 (satu) orang penerima pemohon, pengganda dan penyampai

| hasil pelayanan;
1 (satu) orang operator SIAK

S.Jf Jaminan Pelayanan

Kepastian biaya yang dikeluarkan
peraturan yang berlaku;
| 3. Bebas KKN

2

3. 1 (satu) orang korektor dan mengatasi masalah;
1. Kerahasiaan dan keamanan berkas terjamin
2

sudah sesuai dengan

| 7. | Jaminan Keamanan |1 Adanya tanda terima sebagai jaminan dokumen yang sudah
| | dan Keselamatan ' diserahkan dan penyimpanan dokumen:
. |
| | Pelaksana [ 2. Dokumen security
e ST i et e Rl — - sl
8. | Evaluasi Kinerja Dilakukan secara rutin dilaksanakan setiap hari saat apel pagi dan |
| | Pelaksana |
rapat tiap awal bulan ‘
Sl 1 29 eI P e e -~
7.  STANDART PELAYANAN PENDAFTARAN PERPINDAHAN PENDUDUK
A. SERVISE DELIVERY
[No | Komponen | e T -
1 rPersyaratan _T‘i_. Surat Retaan@n_F’_in_dah_ defén_g “antar T(eé_ama_tén_ d_::lla_rn

Kabupaten :
a. Kartu Keluarga (Pasal 25 ayat 3);
b. SKPWNI daerah asal:
c. KTP-el.

2. Surat Keterangan Pindah Keluar
Kabupaten :

a. Kartu Keluarga (Pasal 25 ayat 3);

b. KTP-el.

antar Kecamatan dalam




Sistem Mekanisme | 1

dan Prosedur ‘ 2

Pelayanan

Penanganan

| pencetakan dokumen adminduk dengan alamat baru

Produk Pelayanan | Surat Keterar ngan Pindah A

3

L VE-'e_bsne : hngs_ffr'aﬁauég_dhgﬁuma'[Em_gk_aB go.id

Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap:
Petugas loket menerima, dan memeriksa kelengkapan berkas

permohonan;
Kepala Seksi menerima berkas, melakukan validasi
pelayanan Administrasi|

dan

meneruskan ke petugas Operator

Kependudukan;
Operator SIAK di Kecamatan memasukan data, memproses dan

mencetak draf surat keterangan pindah;
Kepala Seksi melakukan koreksi dan paraf pada draf suralJ

keterangan pindah; .
Sekretaris Kecamatan melakukan koreksi dan paraf pada dra
surat keterangan pindah; ]
Camat menandatangani Surat Keterangan Pindah: }

Sekretariat memberi nomor dan pengarsipan;
Surat keterangan pindah diserahkan ke Petugas Loket;

- Petugas Loket menyerahkan surat keterangan pindah ke|

pemohon. ‘

| Catatan : pencetakan SKPWNI (pindah datang) bersamaan dengan ‘

! -;J
I . ‘l-
by

| |
o T |
. - e
- - \\[.‘ &
Berkastidaklengkap verkas lengkap dikembalikanke
pemohon 3

3

I S
3. [Jangkawaktu | 12 menit “Eﬁ e s e

| B Tonit o et H_H“}




Pengaduan, Saran | FB : Kecamatan Randuagung 3 == ’
dan Masukan

Telp. (0334) 323 3138Kotak Saran

B. PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

'NO| KOMPONEN | ~ URAIAN
1 | Dasar Hukum | 1. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan |

dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; |
2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang |
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun
2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil;
|3 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan |

' sebagiaman telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 24
‘ Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

4 PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan UU Nomor 23 :
‘ | Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

5 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang, Nomor 15 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi

Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
‘ 7. Keputusan Bupati Lumajang Nomor. 188.45/8/427.12/2022

‘ Tahun 2022 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupatl‘
‘ Kepada Camat |

2 lgarana"ﬁ’ras-aﬁ_' 1. Meja Kursi -V 8. Buku Kerja |
|| | 2. Komputer 9. Tempat parkir
| | | 3. Printer 10. Ruang Tunggu
| 4. Ruang Kerja 11. Musho;ah
‘ 5. Almari Arsip 12. Area Merokok
6. Alat Tulis Kantor (ATK) 13. Toilet
\ 7. Alat Komunikasi

3. | Kompetensi

-

Memahami regulasi tentang administrasi Surat Keterangan
Pelaksana Pindah;

2. Mampu mengoperasikan komputer
3

Ramah, rapi, sopan, menarik, rajin, teliti, terampil dan disiplin .

4. | Pengawasan . Dilakukan oleh atasan langsung pelaksana,

1
‘ _ Internal 2. Satgas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
4 (empat) orang terdiri : : i

‘ 5. ‘Jumlah Pelaksana
" ; 1. 1 (satu) orang penerima pemchon, pengganda dan penyampai
o | | hasil pelayanan;




-k W N

6. | Jaminan Pelayanan

3%

. 1 (satu) orang operator SIAK

1 (satu) orang korektor dan mengatasi masalah; |

. 1 (satu) orang tanda tangan Surat Keterangan Pindah. |
_Kerahasiaan dan keamanan berkas terjamin.

. Kepastian biaya yang dikeluarkan sudah sesuai dengan'

peraturan yang berlaku;
Bebas KKN.

~7. | Jaminan Keamanan | 1
dan Keselamatan

Pelaksana | 2.

Adanya tanda terima sebagai jaminan dokumen yang sudah |
diserahkan dan penyimpanan dokumen;

Dokumen security.

Pelaksana

rapat tiap awal bulan

8 | Evaluasi Kineja | Dilakukan secara rutin dilaksanakan setiap hari saat apel pagi dan

8. STANDART PELAYANAN AKTIVASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL

A. SERVISE DELIVERY

' No Komponen |

Uraian

‘_ | 3

1.
2.

. Nomor HP aktif dukcapil.sragenkab.go.id
. Telah berusia 17 tahun / lebih;

. Telah melakukan perekaman e KTP;

. Memiliki Smartphone. |

| =
‘ 1. | Persyaratan | Sebelum aktivasi, siapkan :

Ponsel dengan akses internet;
NIK aktif;
Email aktif untuk terima kode aktivasi,

| 2. | Sistem Mekanisme

[ | dan Prosedur

Pemohon datang ke Kantor Kecamatan dengan membawa KTP-e!

dan Smartphone;

Setelah Pemohon mengunduh aplikasi IKD pada Smartphone dan|
melakukan registrasi, kemudian petugas akan memindai QR Code{
khusus yang diberikan oleh sistem pada Smartphone Pemaohon.
Selanjutnya aktivasi dilakukan melalui e-mail Pemohon;

Aktivasi IKD telah selesai.

a2 :
1 2 ‘
g |
A
< - A
/ ;\ > |
Berkastidaklengkap berkas lengkap dikembalikanke

pemohon 3 ;




il 3. | Jangka waktu
| | Pelayanan
| 4 | Biaya / Tarif
| 5. | Produk Pelayanan
i 6 . Penanganan
] Pengaduan, Saran
i dan Masukan
'NO| KOMPONEN
| 1 | Dasar Hukum
|
|
|
|
|
|
i [
' |
|
|
|
|
|
|
" 2. | Sarana Prasarana

[ Gratis

|
| 12 menit 5 it }
|

Identitas 'Kependudukan (IKD)

| Website : https://randuagunglumajangkab.go.id

FB : Kecamatan Randuagung

Telp. (0334) 323 313&Kotak Saran

B. PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

URAIAN A

W

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan

dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 |
Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
sebagiaman telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 24 |
Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan UU Nomor 23

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang, Nomor 15 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah:

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan

Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45:"8!&127'.1.’2;’2(’.}22|

Tahun 2022 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati |
Kepada Camat

Meja Kursi 8. Buku Kerja
Komputer 9. Tempat parker
Printer 10. Ruang Tunggu




4. Ruang Kerja ~ 11. Musholah
5. Almari Arsip 12. Area Merokok |
’ 6. Alat Tulis Kantor (ATK) 13. Toilet '
7. Alat Komunikasi
‘3—| Kompetensi 1. Memahami regulasi tentang Identitas Kependudukan (IKD); .
‘ Pelaksana | 2. Mampu mengoperasikan komputer; |
3. Ramah, rapi, sopan, menarik, rajin, teliti, terampil dan disiplin [
! 4. | Pengawasan 1. Dilakukan oleh atasan langsung pelaksana;
‘ Internal 2. Satgas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

5. | Jumlah Pelaksana 3 (tiga) orang terdiri :

| 1. 1 (satu) orang penerima pemohon, pengganda dan penyampai
hasil pelayanan; |

! 1 (satu) orang operator SIAK;
1 (satu) orang korektor dan mengatasi masalah;,

Kerahasiaan dan keamanan berkas terjamin;

N Sw N

.l
’75. !Jaminan Pelayanan
Kepastian biaya yang dikeluarkan sudah sesuai dengan

‘ peraturan yang berlaku;
‘ 3. Bebas KKN. |

T ‘Jamman Keamanan | 1. Adanya_tanda terima sebagai jaminan dokumen yang sudah |

| | dan Keselamatan diserahkan dan penyimpanan dokumen;
| Pelaksana 2. Dokumen security. ‘
= - - - - i - - . —— - i
‘ 8. | Evaluasi Kinerja Dilakukan secara rutin dilaksanakan setiap hari saat apel pagi dan |
Pelaksana

J rapat tiap awal bulan

9. FASILITASI USULAN PENGAJUAN IJIN PENDIRIAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN
SOSIAL (LKS)/ LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LKSA)

A. SERVISE DELIVERY
|| No ll' _Kanponen |
|| 1. |[ Persyaratan | Proposal LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial) / LKSA (Lembaga

Uraian

Kesejahteraan Sosial Anak) yang sudah ditandatangani oleh :
» Kepala Desa

» Kelompok/ Ormas

~ Dinas terkait

2. | Sistem Mekanisme | 1. Pemohon menyerahkan berkas lengkap;

dan Prosedur 2. Petugas administrasi / verifikasi menerima dan memeriksa
kelengkapan berkas permohonan:
3. Kepala seksi menerima berkas, melakukan validasi;
4. Sekcam melakukan koreksi dan paraf pada Proposal LKSA:
g. Camat menandatangani Proposal LKSA:

Petugas memberi nomor & menyerahkan Proposal LKSA ke
__pemohon.

l




< e | AN
r---__ 3 _\-.. ‘\-\A
Berkastidaklengkap berkas lengkap
dikembalikanke pemohon 3
3
U
Lo
-
3. | Jangka waktu 12 menit =
Pelayanan
4 | Biaya/ Tar | Gratis T

Proposal LKSA

Website : hitps://randuagunglumajangkab.go.id

FB : Kecamatan Randuagung
Telp. (0334) 323 313&Kotak Saran

8 PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

'NO  KOMPONEN
Dasar Hukum

URAIAN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan |
Publik; |
Peraturan Pemerintah Nomor 968 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik; I
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang, Nomor 26 tahun 2024 I
tentang Pedoman Peningkatan Pelayanan Publik: |
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang, Nomor 15 Tahun 2016 '.
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 115 Tahun 2021 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi




| Sarana Prasarana

ol

Kompetensi

L%

Pelaksana

(9]

A

[

4. | Pengawasan

Internal

W
—
=
=4
o |
b=
o
®
w
>
wn
W
- |
m

1

2.

1

Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan

= ~ Meja Kursi 8

Buku Kerja

Komputer 9. Tempat parkir

Printer 10. Ruang Tunggu

Ruang Kerja 11. Musho;ah
Almari Arsip 12

Area Merokok ;
Alat Tulis Kantor (ATK) 13

Toilet

Alat Komunikasi

Memahami regulasi tentang administrasi Proposal LKSA, s :
Mampu mengoperasikan komputer

Ramah, rapi, sopan, menarik, rajin, teliti, terampil dan disiplin

Dilakukan oleh atasan langsung pelaksana;
Satgas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

|4 rfEﬂ1pat} orang terdiri

1 (satu) orang penerima pemohon, pengganda dan penyampai
hasil pelayanan;

2. 1 (satu) orang memvalidasi
3. 1 (satu) orang korektor dan mengatasi masalah:;
=k 4. 1 (satu) orang tanda tangan Proposal LKSA.
6. [Jaminan |1 Kerahasiaan dan keamanan berkas terjamin. S EF “!
Pelayanan 2. Kepastian biaya yang dikeluarkan sudah sesuai dengan
peraturan yang berlaku; !
3. Bebas KKN .i
7. | Jaminan Adanya tanda terima sebagai jamihan dokumen yang sudah |
Keamanan dan diserahkan dan penyimpanan dokumen:
Keselamatan 2. Dokumen security
Pelaksana [
8. | E;;c::asu Kinerja | Dilakukan secara rutin dilaksanakan s:etiap hari saat apél ;iagr dan |
sana

| rapat tiap awal bulan

10. STANDART PELAYANAN PENGAJUAN SURAT KETERANGAN KELUARGA MISKIN

A. SERVISE DELIVERY

No Komponen

1. | Persyaratan

2. Surat Keterangan Keluarga Miskin dari Lurah/Kepala Desa: |

Uraian

|3. KTP-el Pemohon:

4. Kartu Keluarga Pemohon:

\




I
JibE |Slstem Mekanisme

| dan Prosedur

| II

|

|

|: Jangka waktu

|| Pelayanan

(4. [Biaya/ Tanf

: 5. |i' Préduk'Perayanan
6 | Pénanganan
Pengaduan, Saran

dan Masukan

5. Lembar bukiti terdaftar dalam BDT/DTKS

i 1. Pemohon menyerahkan berkas lengkap;
‘I 2. Petugas administrasi / verifikasi menerima dan memeriksa
kelengkapan berkas permohonan;
3. Kepala seksi menerima berkas, melakukan validasi
‘ 4. Sekcam melakukan koreksi dan paraf pada Surat
| 5. Camat menandatangani Surat;

| 6. Petugas memberi nomor & menyerahkan Surat

| _/_..)rb E@
114
//f | A
1 2
<;—l' (-’ > | 5
[eig ' dsn &\
‘ ! .,’\_\\
r S o -~
Berkastidaklengkap berkas lengkap dikembalikanke
pemohon 3
l g B
| .

|
| 12 menit
|

==
| Gratis

| Surat Keterangann Keluarga Miskin dari Desa

‘| Website : hitps ”E'a_ﬂdU_GQL;'DQJ_UmaiQ'JQ'\a_U go.id
FB : Kecamatan Randuagung |
| Telp. (0334) 323 313&Kotak Saran

B. PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

'NO|  KOMPONEN

1 | Dasar Hukum

’ 1. Peraturan

‘2 Peraturan Bupati Lumajang Nomor

. URAIAN _
Bupati Lumajang Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Santunan Kematian bagi Penduduk Miskin: |

17 Tahun 2019 tentang

| Petunjuk Teknis Pembiayaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin |




S e 4 Keputusan Bupati Lumajang Nomor. 188.45/8/427.12/2022

1
‘ ‘ Tahun 2022 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati
|

Kepada Camat

% [Sarana Prasarana | 1. Meja Kursi 8. Buku Kerja |
I l 2. Komputer 9. Tempat parkir
| 3. Printer 10. Ruang Tunggu
4. Ruang Kerja 11. Musho:ah
5. Almari Arsip 12. Area Merokok
6. Alat Tulis Kantor (ATK) 13. Toilet
7. Alat Komunikasi
| 3 |Kompetensi | 1. “Memahami regulasi léﬁta;?adh_ims-n_as] Surat Pengantar Surat
Pelaksana [ Pernyataan Miskin/atau Surat Keterangann Tidak Mampu
(SKTM) dari Desa;
2. Mampu mengoperasikan computer,

l 3. Ramah, rapi, sopan, menarik, rajin, teliti, terampil dan disiplin

| 4 | Pengawasan 1. Dilakukan oleh atasan langsung pelaksana

Internal 2. Satgas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

|75 [ Jumlah Pelaksana | 3 (tiga) orang terdiri
1. 1 (satu) orang penerima pemohon, pengganda dan penyampal |
hasil pelayanan

2. 1 (satu) orang korektor dan mengatasi masalah;
_ | = | 3. 1 (satu) orang tanda tangan Surat Rekomendasi. ol Ol |
| 6. |Jaminan 1. Kerahasiaan dan keamanan berkas terjamin; |
Pelayanan L 3
yana 2. Kepastian biaya yang dikeluarkan sudah sesual dengan

| peraturan yang beriaku; I

' 3. Bebas KKN
7. | Jaminan ] Aaeﬁa_ tanda terima sebagai jaminan dokumen _ygasbdah '
Keamanan dan diserahkan dan penyimpanan dokumen; |
‘ | Keselamatan 2. Dokumen security |
Pelaksana |
IS_‘ Evaluasi Kinerja | Dilakukan secara rutin dilaksanakan setiap hari saat apel pagi dan i
| Pelaksana |

rapat tiap awal bulan

11. STANDART PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU
A. SERVISE DELIVERY

' No ’ ‘Komponen - ~ Uraian - |

‘ 1. | Persyaratan

! 1. Surat pengantar dari Kepala Desal/lLurah,

2. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa;

! 3. KTP-el Pemohon




"2 Sistem Mekanisme

dan Prosedur

ol Jahgka_\'\_«akm
Pelayanan

Biaya / Tarif

4
" 5. | Produk Pelayanan

6. | Penanganaﬁ-
Pengaduan, Saran

dan Masukan

4

5
3

(3

(0 ]

0 A

(23]

Kartu Keluarga Pemohon,

Lembar bukiti terdaftar dalam BDTI/IDTKS

“Pemohon r?en_yé_rahkaF berkas lengkap;

Petugas administrasi / verifikasi menerima dan

kelengkapan berkas permohonan;

Kepala seksi menernma berkas, melakukan validasi,

Sekcam melakukan koreksi dan paraf pada Surat,

Camat menandatangani Surat;

Petugas memberi nomor

'/
=

!

Berkastidaklengkap

& menyerahkan Surat.

berkas lengkap dikembalikanke

pemohon 3
3 g
Ca]
_——
q\_ i E:’_ \
! Sz B i
| 12 menit
|
| o == |
| Gratis

E_Su_rat Kete_r_angan_rﬁdakvampu_dén_ﬁsa

o | Website - https Hra-nduagmmgluma;an_qrab-(_:;a id i

| FB : Kecamatan Randuagung

| Telp. (0334) 323 313&Kotak Saran

B. PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1 | Dasar Hukum

NO| KOMPONEN |
1. Peraturan

Bupati Lumajang Nomor 17 Tahun

URAITAN

Bupati Lumajang Nomor 11 Tahun 2017 tenta
Santunan Kematian bagi Penduduk Miskin:
| 2. Peraturan

memeriksa

==1
|
=y

ﬂg|
|

2019 tentang



Petunjuk Teknis Pembiayaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin

di Kabupaten Lumajang,
3 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 115 Tahun 2021 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta

Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan; |

4 Keputusan Bupati Lumajang Nomor. 188 45/8/427.12/2022
Tahun 2022 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati

Kepada Camat |

2 | Sarana Prasarana | 1 _h‘léla-gu_r_si ~ 8. Buku K_erTa_

2. Komputer 9. Tempat parkir

3. Printer 10. Ruang Tunggu
4. Ruang Kerja 11. Musho:ah |
5. Almari Arsip 12. Area Merokok |
6 Alat Tulis Kantor (ATK) 13. Toilet |

7. Alat Komunikasi

3 | Kompetensi | 1 Memahami r_ngaSl_ten'iang_eEnﬁfs_tr_asi_ Surat Pengantar Surat |
Pelaksana Pernyataan Miskin/atau Surat Keterangann Tidak Mampu (SKTM) Ii
dari Desa; |
2. Mampu mengoperasikan com puter; |
3 Ramah, rapi, sopan, menarik, rajin, teliti. terampil dan disiplin. |
"4 Pengawasan | 1 ~ Dilakukan oleh atasan langsung pelaksana; L i -I
Internal 2 Satgas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) |

5 | Jumiah Pelaksana | 3 (tiga) orang terdiri © W

. 1 (satu) orang penerima pemohon, pengganda dan penyampai ||

hasil pelayanan; |

2 1 (satu) orang korektor dan mengatasi masalah; |

| 3. 1 (satu) orang tanda tangan Surat Rekomendasi.
1. Kerahasiaan dan keamanan berkas terjamin;

6 _Jamﬁan

Pelayanan

2 Kepastian biaya yang dikeluarkan sudah sesuai dengan |
peraturan yang berlaku; |
3. Bebas KKN i.
7. | Jaminan 1 Adanya tanda terima sebagai jaminan dokumen yang sudah !|
Keamanan dan diserahkan dan penyimpanan dokumen; |
Keselamatan 3. Dokumen security ||

Pelaksana

8. | Evaluasi Kinerja

Dilakuka T
Pokksani ukan secara rutin dilaksanakan setiap hari saat apel pagi dan \

rapat tiap awal bulan |

12. STANDART PELAYANAN VERIVIKAS|I SURAT PERNYAAN AHLI WARIS

A. SERVISE DELIVERY

— =




|
l
|

| S | Produk Pelayanan

6 :_Penanganan

NO|

No| __ Komponen

K | Persyaratan

Uraian

£ 1. Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh para Ahli Waris
dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diregister sertal

| ‘ ditanda tangani oleh Kepala Desa/Lurah;

)

. Fotokopi KTP-el ahli waris

Fotokopi Letter C yang dilegalisir Kepala Desa;

2 | Sistem Mekanisme

3
4. Fotocopy SPPT beserta aslinya dan bukti obyek peninggalan
5. Surat Kematian Pewaris dari Desa /Akta Kematian Pewaris
1. Pemohon ﬁwenyéféhkan berkas Iengkap, ' -
2. Petugas administrasi / verifikasi menerima dan memeriksa |

kelengkapan berkas permohonan

| ‘3. Petugas administrasi / verifikasi menerima dan memeriksa

' kelengkapan berkas permohonan;

' 4. Kepala seksi menerima berkas, melakukan validasi;

5. Sekcam melakukan koreksi dan paraf pada Surat;

| 6. Camat menandatangani Surat;

_ 7. Petugas memberi nomor & menyerahkan Surat ke pemohon

| &
| )
|
|
[ 1
| |
|
i s
| B
| =5
.I ‘ Berkastidaklengkap
| pemohon
3
| |
|
|
|
3 |Jangka}vakiu' 12 menit
Pelayanan }
4 | Biaya / Tarif | Gratis

| Surat Pemyataan Ahli Waris

NSk

berkas lengkap dikembalikanke

-

il R g ==
Website : https: [lranduagunglumajangkab go.id




[' Pengaduan, Saran
| dan Masukan
B. PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

R SUtS ~ URAIAN

[NO| _KOMPONEN
i |DasarHukum

[FB Kecamatan Randuagung
Telp. (0334) 323 313&Kotak Saran : . __|

{1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Taun 1997 tentang Pendaftaran i

Tanah; ;

Peraturan Menteri Agraria /Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 ‘
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Taun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Menteri Agraria /Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021 i
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agraria |
3 Tahun 1997 tentang Ketentuan |

|
24 Taun 199?'!

0

/Kepala BPN Nomor
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
tentang Pendaftaran Tanah. ',
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang, Nomor 15 Tahun 2016 ‘
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; |
5. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 115 Tahun 2021 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi‘
Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan; |
Keputusan Bupati Lumajang Nomor. 188.45/8/427.12/2022 \
Tahun 2022 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupatil
Kepada Camat.Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang, Nomor ‘

15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat |

Daerah
| 2. |i Sarana Prasarana ‘_1,_ Meja Kursi 8. Buku Kerja = —‘l
| 2. Komputer 9. Tempat parkir l
( |‘ ‘ 3. Printer 10. Ruang Tunggu !‘
| | 4. Ruang Kerja 11. Musho;ah |
‘ 5. Almari Arsip 12. Area Merokok |
\ 6. Alat Tulis Kantor (ATK)  13. Toilet |
| ‘ 7. Alat Komunikasi ‘
| 3. |Kompetensi | 1. Memahami n regulasi tentang administrasi Surat Keterangan Ahli
‘ ‘ Pelaksana Waris; ‘
I | 2. Mampu mengoperasikan computer; ‘
! e ._3. Ramah, ra_pgpan menarik, rajin, teliti, terampil dan disiplin. I
- | Pengawasan 1. Dilakukan oleh atasan langsung pelaksana, —'_'—_|
| Ints_zrnal 2. Satgas Sistem Pengendalian Internal Pemerlntah (SPIP) '
5 | Jumlah Peiaksana N TR — =0 =N ——J

3 (tiga) c orang terdiri -




W Ry o | 1 (satu) orang penerima pemohon, pengganda dan penyampal
hasil pelayanan;

1 (satu) orang korektor dan mengatasi masalah,

1 (satu) orang tanda tangan Surat Keterangan Ahli Waris

1 (satu) orang korektor dan mengatasi masalah;

1 (satu) orang tanda tangan Surat Keterangan Ahli Waris
Kerahasiaan dan keamanan berkas terjamin;

yang dikeluarkan sudah sesual dengan

=0 0w N

[ 6 | Jaminan

Pelayanan ' Kepastian biaya

N

peraturan yang berlaku;

Bebas KKN
" Adanya tanda terima sebagai jaminan dokumen yang sudah

(45 ]

7. | Jaminan [
Keamanan dan ' diserahkan dan penyimpanan dokumen,

—

(48]

| Keselamatan ' Dokumen security,

Pelaksana |

'8, —| Evaluasi Kinerja Dilakukan secara rutin dilaksanakan ;alap hari saat apel pagi dan

' Pelaksana
|

rapat tiap awal bulan.

13. STANDART PELAYANAN PERMOHONAN LEGALISASI DOKUMEN
A. SERVISE DELIVERY

I' No | Komponen | Uraian
i_1 _ | Persyaratan |

2. Fotokopi KK dan EKTP;

| 3. Dokumen pendukung lainnya sesuai kebutuhan.




B
|
5. |
6.

r_NO !"

| dan Masukan

~ iy o : |
Pemohon menyerahkan berkas lengkap;

“Sistem Mekanisme | 1. |
dan Prosedur 2. Petugas administrasi / verifikasi menerima dan memeriksa |
an . .
kelengkapan berkas permohonan; |
‘ 3. Kepala seksi menerma berkas, melakukan validasi,
4. Sekcam melakukan koreksi dan paraf pada Sural
| 5. Camat menandatangani Surat;
6. Petugas memberi nomor & menyerahkan Surat ke pemahon
|
|
:P‘__T__.—_:» |
! ‘ 1 2
g
l ‘
I e
| ' Gl > ;
' -l § = : ‘;ﬁ
— — N\ % |
‘ I : . N ~
| Berkastidaklengkap berkas lengkap dikemrbalikanke |
| pemohon 3 |
| : ,_ |
I|ﬂ| |
St |
n |
=
o XA
| "4 :;f?\
L - RS = ] e
[ Jangka waktu 12 menit
| Pelayanan : ‘
| Biaya / Tarif Gratis - B .

‘ ‘Produk Pelayanan | Legalisasi Dokumen |

Penanganan Website hl[ps:‘fraﬁ-_j_uaqunql_l_mwa:anqk‘.ab qo.id

| Pengaduan, Saran | FB : Kecamatan Randuagung |

| Telp. (0334) 323 313&Kotak Saran

B. PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

_KOMPONEN | S DR AANI -

Dasar Hukum _ —

1. Staatsblad 1909 Nomor 291 tentang Legalnsam Tanda Tangan; I

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 20 Tahun 2021 tentang |
Pedoman Tata Naskah Dinas |

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang, Nomor 15 Tahun 2016 |

tentang Pembentukan dan Susunan F’erangkat Daerah; '




- = |4 pera‘tu',-'an'ggp'an LumajanE; Nomor 115 Tahun 2021 tentang

Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;

|5 Keputusan Bupati Lumajang Nomor

Kepada Camat
> | Sarana Prasarana | 1. Meja Kursi 8. Buku Kerja
| 2. Komputer 9. Tempat parkir
' 3. Printer 10. Ruang Tunggu
4. Ruang Kerja 11. Musho;ah
5. Almari Arsip 12. Area Merokok
6. Alat Tulis Kantor (ATK) 13. Toilet
7. Alat Komunikasi
3. | Kompetensi- T4 Memahami regulasi tentang administrasi “Legalisasi
Pelaksana | Surat,
2. Mampu mengoperasikan computer
| 3. Ramah, rapi, sopan, menarik, rajin, teliti, terampil dan disiplin.
4 | Pengawasan i Dilakukan oleh atasan langsung pelaksana;
; Internal | 2. Satgas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
5. I Jumlah Pelaksana | 3 (tiga) orang terdiri :
1. 1 (satu) orang penerima pemohon, pengganda dan penyam pai

hasil pelayanan;

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsil

188.45/8/427.12/2022 |

Tahun 2022 tentang pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati

2. 1 (satu) orang korektor dan mengatasi masalah;

8. | Evaluasi Kinerja
Pelaksana

rapat tiap awal bulan.

14. STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SURAT DISPENSASI NIKAH
A. SERVISE DELIVERY

\ No Komponen ‘ Ovalan

———r

Persyaratan | v Dokumen Asli rekomendasi nikah dari Desa;

3. 1 (satu) orang tanda tangan Legalisasi Surat — Surat yang
dikeluarkan Camat. :
6. | Jaminan [4.  Kerahasiaan dan keamanan berkas terjamin;
Pelayanan ; : . :
2. Kepastian biaya yang dikeluarkan sudah sesuai dengan
peraturan yang berlaku;
3. Bebas KKN.
7. | Jaminan ] 1. Adanya tanda terima sebagai jaminan dokumen yang sudah
| Keamanan dan diserahkan dan penyimpanan dokumen;
Keselamatan 2. Dokumen security.
| Pelaksana

‘Dilakukan secara rutin dilaksanakan setiap hari saat apel pagi dan

‘_ - ‘ - v Rekomendasi Dispensasi Nikah dari KUA / Pernikahan kurang




10 hari dari tanggal pernikahan;

e al Laiy Hihan
| v Dokumen pendukung lainnya sesuai kebuluha
' as lengkap
e Mekanisme | 1. Pemohon menyerahkan berkas lengkar e o
o | verifikasi menerima dan memernks

dan Prosedur 2. Petugas administrasi /
kelengkapan berkas permohonan

- alidasi
3. Kepala seksi menerima berkas melakukan validas
4 Sekcam melakukan koreksi dan paraf pada Surat

5. Camat menandatangani Surat

: ' y Surat ke 1ohon
6. Petugas memberi nomor &menyerahkan Surat ke pemoho
- il =)

P '/
£ 24V j &
< : — "“__“'-\\
— - i
Berkastidaklengkap berkas lengkap dikembalikanke
pemohon 3
: {
% «\ '_’\l
3. | Jangka waktu 12 menit
Pelayanan
| 4. | Biaya / Tarif | Gratis )
‘5. | Produk Pelayanan | Surat Dispensasi Nikah
' 6. | Penanganan | Website - https /iranduagunglumajangiab go id R
Pengaduan, Saran | FB : Kecamatan Randuagung
dan Masukan Telp. (0334) 323 313&Kotak Saran
B. PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)
NO | KOMPONEN URAIAN

1 | Dasar Hukum 1. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang, Nomor 15 Tahun 2016

lentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah:

2. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 115 Tahun 2021 tentang




— =5 T Kedudukan. Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi

Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang, Nomor 26 tahun 2024

[~

tentang Pedoman Peningkatan Pelayanan Publik
8. Buku Kerja

2 | Sarana Prasarana | 1. Meja Kursi
2. Komputer 9. Tempat parkir
3. Printer 10. Ruang Tunggu
4. Ruang Kerja 11. Musho;ah
5. Almari Arsip 12. Area Merokok
6. Alat Tulis Kantor (ATK) 13. Toilet

7. Alat Komunikasi

Memahami regulasi tentang administrasi Surat Pernyataan /
Menikah, Surat

3. | Kompetensi [ 1.
Pelaksana Keterangan / lzin (Surat Pernyataan Belum
Keterangan Belum Memiliki Rumah / Surat Izin Keramaian)
2. Mampu mengoperasikan computer,
3. Ramabh, rapi, sopan, menarik, rajin, teliti, terampil dan disiplin.
| Pengaum' 1 Dsiakakgn_o_lgﬁét;sgn-l-én'g'sun_g peiaksana
Internal 2. Satgas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

I

' Jumlah Pelaksana | 3 (tiga) orang terdiri
1. 1 (satu) orang penerima pemchon, pengganda dan penyampai

(_h‘

hasil pelayanan |

2. 1 (satu) orang korektor dan mengatasi masalah; |

(48]

1 (satu) orang tanda tanganSuratPernyataan / Keterangan / Izin
(Surat Pernyataan Belum Menikah, Surat Keterangan Beiumi

Memiliki Rumah / Surat |zin Keramaian). .

6. | Jaminan 1. Kerahasiaan dan keamanan berk_a?terjamin;

Pelayanan 2. Kepastian biaya yang dikeluarkan sudah sesuai dengan

peraturan yang berlaku; |
|

3. Bebas KKN ;
7. [ Jaminan | 1. Adanya tanda terima sebagai jaminan dokumen yang sudah ‘
Keamanan dan diserahkan dan penyimpanan dokumen:
Keselamatan 2. Dokumen security |
Pelaksana ‘
'8 ___E_\TSIUE;F_KHW_SI’J& | Dilakukan secara rutin dilaksanakan séfiap hari saat apel pagi dan |
Pelaksana

| rapat tiap awal bulan

15. STANDART PELAYANAN PENANDATANGANAN SURAT PERSETUJUAN ORANG TUA

/ WALI DAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENDAFTARAN ANGGOTA TNI
A. SERVISE DELIVERY




[ 3
|4
[ 5

(6

Ko;lponen

Pelgya_ratzn

S@té m Mekanisme

dan Prosedur

J;ﬁka_@aktu

Pelayanan

| Biaya / Tarif

| Produk Pelayanan

Penanganan
Pengaduan, Saran

dan Masukan

‘ Uraian

Surat persetujuan orang tua 2/ wali dan daftar riwayat hidup pendaftaran

anggota TNI yang akan ditandatangani

i N e L ———

1. Pemohon menyerahkan berkas lengkap; |
2. Petugas administrasi / verifikasi menerima dan memeriksa

|  kelengkapan berkas permohonan

I' 3. Kepala seksi menerima berkas, melakukan validasl,

! 4. Sekcam melakukan koreksi dan paraf pada Surat;
5. Camat menandatangani Surat;

| 6. Petugas memberi nomor & menyerahkan Surat ke pemohon

N TN
voap
! /f/{ { H)
i
|
1 2 |
o
|
"’__//,
- g — &\
S "'ja—\\
o~ W .
| Berkastidaklengkap berkas lengkap dikembalikanke
pemohon 3
4 i |
M
1
| .
| LN
12 menit |
‘: o -
| Gratis
|

'|' Surat persetujuan orang tua / wali dan daftar riwayat hidup pendaftaran |

__ | anggota TNI yang sudah ditandatangani |

| Website : hitps://randuagunglumajangkab.go.id CET ¥y

| FB : Kecamatan Randuagung |
‘ Telp. (0334) 323 313&Kotak Saran

B. PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

[NO]

KOMPONEN

1 URAIAN

1

f Dasar Hukum

1. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 20 Tahun 2021 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas;




2 ‘Sarana_P_ras_arana IE
s
3
4
5
6
7 i
3 | Kompetensi |1 |
Pelaksana 2
3
4. | Pengawasan | 1.
Internal 2

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang, Nomor 15 Tahun 2016 |

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah:

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 115 Tahun 2021 tentang |
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta |
Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan:

Keputusan Bupati Lumajang Nomor. 188 45/8/427.12/2022 Tahun
2022 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada

Camat

hﬁe]a Kursi a 8. Buku Kerja
Komputer 9. Tempat parkir
Printer 10. Ruang Tunggu
Ruang Kerja 11. Musho;ah
Almari Arsip 12. Area Merokok
Alat Tulis Kantor (ATK) 13. Toilet

Alat Komunikasi

Memahami regulasi Igrqari(_;_admﬁlstraﬂ Surat — Surat;
Mampu mengoperasikan computer;

Ramah, rapi, sopan, menarik, rajin, teliti, terampil dan disiplin
Dilakukan oleh atasan langsung pelaksana:

Satgas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

5. | Jumlah Pelaksana | 3 (tiga) ora?g terdiri -

4. 1 (satu) orang penerima pemohon, pengganda dan penyampai
hasil pelayanan;
5. 1 (satu) orang korektor dan mengatasi masalah:
1 (satu) orang tanda tangan Surat — Surat yang ditandatangani
EOS e . Camat. — . |
6. | Jaminan 1. Kerahasiaan dan keamanan berkas terjamin '
Pelayanan T
2. Kepastian biaya yang dikeluarkan sudah sesuai dengan peraturan
yang berlaku: |
3. Bebas KKN
7. |Jaminan | 1. Adanya tanda terima sebagai jaminan dokumen yang sudah
Keamanan dan diserahkan dan penyimpanan dokumen: '
Keselamatan 2. Dokumen security.
Pelaksana |
8 Evaluasi Kinerja | Dilakukan_secara rutin dilaksanakan setiap hari saat apel pagi dan '
Pelaksana

rapat tiap awal bulan

16. STANDART PELAYANAN PENANGANAN PENGADUAN

A. SERVISE DELIVERY

No Komponen

Uraian




1

Z

[ Persyaratan

Sistem Mekanisme

dan Prosedur

~ | Datang Langéuﬁg 7 Melalui Telepon / Media Sosial wajib

menyampaikan |dentitas diri (E-KTP / KK / Nomor yang dapat

dihubungi) dan membawa berkas permohonan pelayanan yang

menjadi acuan Bukll dukung aduan (uraan pengaduan meliputl
tempat, waktu, penstiwa foto / video konsultasi informasi dan
pengaduan

1. Pemohon mendatangi Kantor Kecamatan Randuagung dengan
membawa berkas permohonan;

2. Petugas informasi akan menyapa masyarakat yang datang ke
kantor kecamatan, dan mengarahkan warga yang akan
konsultasi, untuk mendapat informasi dan mengurus pengaduan

3. Petugas segera menenma, memeriksa/melakukan verifikasi
terhadap konsultasi, informasi dan keluhan atau pengaduan

4 Jika konsultasi, informasi dan pengaduan bisa ditangan!
langsung oleh Petugas konsultasi, informasi dan Penanganan
Pengaduan, maka pelayanan akan langsung diberikan

_ Jika konsultasi, informasi dan pengaduan tidak bisa ditangani

W

langsung oleh Petugas konsultasi, informasi dan Pengaduan
maka Petugas konsultasi, informasi danPenanganan Pengaduan
akan menghubungkan dengan Seksi yang berwenang
menyelenggarakan layanan terkait;

6. Jika konsultasi, informasi danpengaduan telah selesal ditangani,
Petugas konsultasi, informasi danPenanganan Pengaduan akan
mencatat ke dalam Buku Register Penanganan Pengaduan

Pemohon menyerahkan berkas lengkap

D
1 2
~ I ”
#
= 2
A .
@ g Fa
F— - "\
— A ""‘-\ .
. . -
Berkastidaklengkap berkas lengkap dikembalikanke
pemohon 3

3




| Pelayanan

4 | Biaya/ Tarif

3. | Jangka waktu 30 menit untuk tindaklanjut Kejadian;

| Gratis

- 3 hari untuk tindaklanjut Pengaduan |

5 Produk Pelayanan

| 6. | Penanganan
| ‘ Pengaduan, Saran
| dan Masukan

Tindaklanjut Pengaduan Masyarakat |

Website - hitps //randuagunglumajangkab.go.id |

FB : Kecamatan Randuagung
Telp. (0334) 323 313&Kotak Saran |

B. PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

INO|[ KOMPONEN
1 | Dasar Hukum

1

[ 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Peiayanan|

URAIAN

Undang—Uﬁdang ~ Nomor 28

—

Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, \

Kolusi dan Neotisme; |

Publik;

3 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman |

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan |
Daerah |
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman ||
Organisasi Perangkat Daerah;,

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem li
Akun tabilitas Kinerja InstansiP emerintahan;

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005
tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur;

Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik di |

Peraturan Bupat iLumajang Nomor 11 tahun 2005 tentang

Kabupaten Lumajang, |
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang, Nomor 15 Tahun 2016 |
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; |
Peraturan Bupati Lumajang Nomor 115 Tahun 2021 tentang |

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi|




s — ~ ] SeraTata Keqa Kecarnalan n dan Kelurahan !
L:a_P_Sarsma Brasarana | 1. Meja Kursi — 3. BukuKena -
2. Komputer 9. Tempat parkir
| | 3. Printer 10. Ruang Tunggu
| 4. Ruang Kerja 11. Musho;ah
| 5. Almari Arsip 12. Area Merokok
I 6 Alat Tulis Kantor (ATK) 13. Toilet

7. Alat Komunikasi
3. | Kompetensi I ﬁem_a'hg'm_leniangp?osgsfenanganan ‘pengaduan n masyarakat,
Pelaksana 2. Memiliki kemampuan dalam penanganan pengaduan
| masyarakat
3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait etugas
.| informasi yang dapat memberikan  informasi mengena;
| persyaratan, mekanisme dan prosedur pelayanan;
4 Petugas Penanganan Pengaduan yand dapat menerima,

mencatat dan menangani semua pengaduan ke buku register;

L4,

Mampu mengoperasikan computer

[o7]

| Ramah, rapi, sopan, menarik rajin, teliti, terampil dan disiplin
| | ] S i e ——

"4 |Pengawasan | 1. Dilakukan oleh atasan langsung pelaksana;

- |

[ %]

Internal Satgas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

|
| =
5. | Jumlah Pelaksana |2 2 (dua) orang terdiri :

‘ 1. Petugas informasi yang dapat memberikan informasi mengenali ';

. persyaratan, mekanisme dan prosedur pelayanan; !
|

‘2. Petugas Penanganan Pengaduan yang dapat menerima, |

I
- |
_ mencatat dan menangani semua pengaduan ke buku register. i

6. | Jaminan [ Kerahasiaan dan keamanan berkas terjamin; |
Pelayanan | 2. Kepastian biaya Yyang dikeluarkan sudah sesuai dengan l.

i peraturan yang berlaku;
| 3. Bebas KKN. |
' 7_: Jaminan | 1. Adanya tanda terima sebagai jaminan dokumen yang sudah |]
| Keamanan dan diserahkan dan penyimpanan dokumen, |
| Keselamatan 2. Dokumen security. ||
Pelaksana Il
"8 [ Evaluasi Kinerja | Dilakukan secara rutin dilaksanakan setiap hari saat apel pagi dan _l'
Pelaksana ; '
e e | r_apat tiap awal bulan |

17. STANDART PELAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI PENCAIRAN KAS DESA
A. SERVISE DELIVERY

!No ~ Komponen | : " Uraian




=

Surat Permohonan Rekomendasi dari Kepala Desa, dltwukar{

ke Camat;

Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan yang akan dicairkan;
APBDesa Tahun Berjalan yang sudah ditetapkan

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
bermaterai,

Berita Acara Musdes untuk kegiatan pembangunan

Laporan Realisasi Tahap Sebelumnya + Bukli SPJ, untuki
pencairan tahap 2/3;

Fotocopy Rekening Kas Desa terbaru;

Pakta Integritas penggunaan dana

Dokumen Dukung Lain : RAB detail, foto 0% lokasi, SK TPK

Sistem Mekanisme

dan Prosedur

Pengajuan Pemdes menyerahkan' berkas ke Petugas'

Pelayanan Kecamatan/Loket PTSP;

Verifikasi Awal : Petugas cek kelengkapan berkas. Tidak
lengkap — dikembalikan dengan lembar ceklist kekurangan;
Verifikasi Substansi : Kasi PMD/Kasubag Keuangan verifikasi
kesesuaian RAB dengan APBDes & perbup. Koordinasi dengan
Pendamping Desa jika periu

Validasi : Kasi PMD paraf, Sekcam verifikasi;

Penetapan : Camat tanda tangan Surat Rekomendasi;

Penyerahan : Petugas serahkan Rekomendasi ke Pemdes +

arsip

=

Berkastidaklengkap berkas lengkap dikembalikanke

pemonon 3

= Q{\Q

\“\“1“:{}\

3

-~

e B 1 T S V)




3 ] Jangka waktu
Pelayanan

| berkas lengkap

_“---Glatls

4. | Biaya/ Tanf

i'_S | Produk Pelayénan | Surat Rekomendasi Pencairan Dana Desa yang dnéndatangam

=
| | | Camat
| 6. | Penanganan

| | Pengaduan, Saran | FB : Kecamatan Randuagung

| dan Masukan | Telp. (0334) 323 313&Kotak Saran

B. PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

2. Proses rekomendasi & TTD 2 (dua) Hari Kerja

| Website - hitps .r’.’rar:du:agungIL_rrﬁamr'.qrab qo.id

| 3 Hari Kerja sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar
| 1. WaktuVerifikasi berkas 1 (satu) Hari Kerja;

[NO| KOMPONEN

URAIAN

| 1 |DasarHukum | 1. UUNo. 6 Tahun 2014 tentang Desa;

w N

Keuangan Desa;

Kabupaten Lumajang;

| 5. Perbup Lumajang tentang Pelimpahan Wewenang Penerbitan

gL 1l
2. | Sarana Prasarana | 1. Meja Kursi

| .| 2. Komputer 9. Tempat parkir
| | [ 3. Printer 10. Ruang Tunggu
l { 4. Ruang Kerja 11. Musho;ah
| | | 5. Almari Arsip 12. Area Merokok
. | 6. Alat Tulis Kantor (ATK) 13, Toilet
| | 7. Alat Komunikasi
3. | Kompetensi ‘ 1. Kasi PMD/Pemerintahan: memahami regulasi kELEﬁgarﬁe
| | Pelaksana 2. Staf verifikator: teliti, mampu membaca APBDes & RAB;

| 5, | Jumlah Pelaksana | 3 (tiga) orang terdiri -

! 1. Petugas loket;

| ‘ 2. Verifikator (Kasi PMD);
| 3. Sekcam (Camat)

6 | Jaminan | 1. Kerahasiaan dan keamanan berkas

Permendagri No. 20 Tahun

| 4 Perda/Perbup tentang Pengelolaan

Rekomendasi Pencairan Dana Desa.
8. Buku Kerja

| 3. Mampu mengoperasikan computer:

PP No. 43 Tahun 2014 jo. PP No. 11 Tahun 2019;
2018

Catatan : Jika ada perbaikan berkas, waktu dihitung ulang setelah

tentang Pengelolaan

Keuangan

Desa di

terjamin;

' 4. | Pengawasan _'__‘ 3. Dilakukan oleh atasan langsung pelaksana:

| Internal || 4. Satgas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

sa,

4. Ramabh, rapi, sopan, menarik, rajin, teliti, terampil dan disiplin.




Kepastian biaya vang dikeluarkan sudah sesuai dengan

™ TPelayanan | 2
| peraturan yang berlaku;
| 3. Bebas KKN T e
7. [ Jaminan — 17 Kerahasiaan dokumen desa dijamin; |
Keamanan dan 2. Arsip disimpan aman dan hanya dapat diakses petugas
Keselamatan ‘ berwenang.
| Pelaksana ! Prigses s ob s m LA
8 | Evaluasi Kineja | Dilakukan tiap 6 bulan melalui survei kepuasan masyarakat + rapat
Pelaksana

evaluasi intemnal

18. STANDART PELAYANAN PENGAJUAN PENETAPAN SK EVALUASI APBDesa DAN

PERUBAHAN APBDesa
A. SERVISE DELIVERY

‘ No | th‘tponen

Uraian

[ 1 ‘Persyaratan

1.

© ® N O 0 M

Dokumen yang diserahkan rangkap 2

: il e =
Pemohon : Kepala Desa melalui Sekretaris Desa/Kaur Keuangan|

Surat Pengantar dari Kepala Desa kepada Camat perihal

Permohonan Evaluasi;

Rancangan Perdes APBDesa/P-APBDesa yang telah dibahas

bersama BPD;
Berita Acara Musyawarah BPD
Penyepakatan Ranperdes APBDesa;

tentang Pembahasan &

Nota Kesepakatan antara Kades dan BPD;

RKPDesa Tahun Berjalan sebagai dasar penyusunan;

RAB Rinci setiap kegiatan;

Perdes APBDesa Tahun Sebelumnya untuk P-APBDesa;
Perkades Penjabaran APBDesa/P-APBDesa;

Softcopy seluruh dokumen dalam format .doc & .xIs

Khusus Perubahan APBDesa, tambah
10. Laporan Realisasi Semester |

11. Dasar Hukum Perubahan

penambahan/pengurangan pendapatan.

Pergeseran,

SILPA |



2
e

4

"2 | Sistem Mekanisme

| dan Prosedur
|

Jangka waktu

Pelayanan

| Biaya / Tarif

(%

6

~J

Pengajuan @ Pemdes serahkan berkas ke Loket Pelayanan
Kecamatan,

Verifikasi Administratif : Petugas cek kelengkapan 1%x24 jam
Belum lengkap — dikemballkan + checklist ;
Evaluasi Tim Kecamatan : Tim Evaluasi kec terdiri dari Kasi
PMD. Kasi Ekbang, dil. Evaluasi kesesuaian dengan HKF'E'_J{-.-.'-.I
pagu, nomenklatur, dan aturan,

Hasil Evaluasi :@ Jika ada koreksi — dibuat Lembar Hasil
Evaluasi dan dikembalikan ke Desa max 3 hari untuk perbaikan
Jika sesuai — lanjut

Penyusunan Draft SK @ Kasi PMD siapkan konsep Keputusan
Camat tentang Hasil Evaluasi

Penetapan : Camat tanda tangan SK Hasil Evaluasi;
Penyerahan SK diserahkan ke Desa untuk jadi dasar

penetapan Perdes APBDesa/P-APBDesa

2
2 f
| A .
L = _:_f.'\
|l 2
~ i F
Berkastidaklengkap berkas lengkap dikembalikanke
pemachon 3
3 -
1
?_' )

“ﬂ f~(

| 10 Hari Kerja sejak berkas dinyatakan lengkap, sesuai

Permendagri 20/2018 Pasal 33

1. Verifikasi + disposisi 1 (satu) Hari Kerja;

2. Evaluasi Tim Kecamatan 6 (enam) Hari Kerja;
3. Konsep SK & TTD Camat 3 (tiga) Hari Kerja
Catatan :

| Gratis

Waktu berhenti saat berkas dikembalikan untuk perbaikan. |




NO

01}

1

Fa

=

=4

Pengawasan

Jaminan

Jaminan

Produk Pelayanan

| Penanganan

Pengaduan Saran

dan Masukan

B. PENGELOLAA

KOMPONEN
Dasar Hukum

_'_S_arargprasarana

mkompetena

Pelaksana

Internal

| Jumlah Pelaksana

Pelayanan

Keamanan dan

ancangan Peraturan

utusan Camat tentang Hasil Evaluasi R

Desa tentang APBDesaIPerubahan APBDesa 3

Kep

' tns [franduagun najangkab.go.Ic
Website th-u_..|:....-.mc_‘g'n_:glm ajangt

FB : Kecamatan Randuagung

Telp. (0334) 323 313&Kotak Saran

N PELAYANAN [MANUFACTURING}

URAIAN PRSEET Y 5 5
1 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa,

2 PP No. 43 Tahun 2014 jo. PP No. 11 Tahun 2018

3. Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa;

Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekni

;;.

Peraturan di Desa;
5 Perbup Lumajang tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa

tentang APBDesa;
6. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Buku ‘}{érja

1. Meja Kursi

2. Komputer 9. Tempat parkir

3. Printer 10. Ruang Tunggu

4. Ruang Kerja 11. Musho;ah

5. Almari Arsip 12. Area Merokok

6. Alat Tulis Kantor (ATK) 13. Toilet

7. Alat Komunikasi
Tim Evaluasi pahéﬁ Permendé;gri- 20/2018, nomenklatur
APBDes, SIPD;

2. Kasi PMD : koordinator tim, memahami substansi perencanaan
desa;

|
3. Staf: teliti dalam pengecekan angka dan kode rekening

1. Sekcam monitoring progres mingguan;

2. Laporan hasil evaluasi direkap tiap bulan ke DPMD Kabupaten

| 3. Evaluasi internal triwulan oleh Camat

'5 (lima) ) orang terdiri :

E

i 2. 3 (tiga) Tim Evaluasi;

| 3. Camat

Jika lebih dari 10 hari kerja tanpa pembemahuan “Tim Evaluasi wajib |

Petugas loket;

| menyelesaikan hari itu juga + klarifikasi tertulis ke Pemdes

Dokumen Ranperdes disimpan aman, tidak disebariuaskan |
sebelum ditetapkan:




MR et

Keselamatan 2. Softcopy di-backup untuk antisipasi kehilangan data —

Pelaksana i

8 Evaluasi Kinera Survei ke Desa tiap akhir tahun + rapat evaluasi Tim Evaluasi per
- o ad l.

Pelaksana sarrnoste! |
Catatan Penting |
» . . 3 £ - 1 Y o ] - li ,“;i
1. Camat hanya mengevaluasl, tidak mengesahkan | ardes. Pearde |

APBDesa tetap ditetapkan Kades setelah dapat SK valuasi

2 Batas akhir penyampaian ke Camat APBDesa paling lambat 3
hari setelah disepakati BPD. P-APBDesa paling lambat minggu ke |

2 Oktobe |

19. STANDART PELAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI ROTASI / PEMBERHENTIAN /
PENGISIAN / PELANTIKAN PERANGKAT DESA
A. SERVISE DELIVERY
No | Komponen Uraian
1. | Persyaratan "Berkas dari desa ke kecamatan sebagai dasar pertimbangan Camat
¥ Surat permohonan rekomendasi dari Kepala Desa ||
v Berita Acara hasil penjaringan / penyaringan / musyawarah desa I,
v Kelengkapan administrasi calon perangkat desa

KTP atau Surat Keterangan domisili min. 1 tahun; ‘

4]

b. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan YME bermateral,

0

Surat pernyataan setia Pancasila, UUD 1945, NKRI
bermaterai; ‘

d. ljazah legalisir dari SD s.d. terakhir, |

o]

Akte kelahiran/surat kenal lahir asli + fotokopi ‘
f  Surat keterangan sehat dari Puskesmas/dokter berwenang, '
g. Surat permohonan menjadi perangkat desa bermaterai

Khusus rotasi jabatan : cukup konsultasi Kepala Desa ke Camat!

untuk dapat rekomendasi |

N

| Sistem Mekanisme Berdasarkan praklik di beberapa daerah & UU No. 3/2024 |

dan Prosedur | 1. Desa mengajukan surat permohonan + berkas lengkap ke Camat; ||

| 3 - o ¥ -~
| 2 Verifikasi Camat : cek kelengkapan administrasi & keabsahan

proses penjaringan/penyaringan/musyawarah;

| 3. Penerbitan rekomendasi : jika lengkap & sesuai, Camat 1erb1lkanl

surat rekomendasi tertulis: |

|
Pengangkatan oleh Kades: berdasarkan rekomendasi Camat.

Kades terbitkan SK pengangkatan / pelantikan [ rotasi /

pemberhentian




[73. [ Jangka waktu

i 4. i Biaya / Tarif

5

| 6. "Penanganan

NO| KOMPONEN |

1

-

2

Pelayanan

' 3—7 Hari Kerja setelah berkas dinyatakan lenghkap

|
| Gratis. Tidak ada retribusi untuk penerbitan rekomendasi ini

| Surat Rekomendasi Camat tentang Persetujuan Pengangkatan |/
Rotasi / Pemberhentian Perangkat Desa

Website : hitps _r'Haa_'.-__dg_;_a_-.;u_rgﬂlL|r_n_ﬂ1_;y_51§_ ab go id

| Pengaduan, Saran | FB : Kecamatan Randuagung

| dan Masukan

| Telp. (0334) 323 313&Kotak Saran

B. PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

J

Dasar Hukum

Sarana Prasarana | 1. Meja Kursi

Erae=5- =7, 0 0 RATAN S e
1. UU No. 6 Tahun 2014 jo. UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa,;

i2. Permendagri No. 83/2015 tentang Pengangkatan dan

Pemberhentian Perangkat Desa:
3. Permendagri No. 67/2017 tentang Perubahan Permendagri

. 83/2015
|4. PermenPANRB No. 15/2014 tentang Pedoman Standar

Pelayanan;

|
5. Perbup Lumajang tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa

tentang APBDesa;
| 6. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
. 8. Buku Kerja

2. Komputer 9. Tempat parkir
.' 3. Printer 10. Ruang Tunggu
| 4. Ruang Kerja 11. Musho;ah
| 5. Almari Arsip 12. Area Merokok
6. Alat Tulis Kantor (ATK) 13. Toilet
| 7. Alat Komunikasi '
Kompetensi |V Kasi Pemerintahan - Minimal S1. paham regulasi desa, 2 tahun |
| Pelaksana ‘ pengalaman bidang pemerintahan

 Internal

‘ Pengawasan

| v Staf Pelayanan : Minimal SMA, mampu verifikasi berkas
| administrasi, mengoperasikan komputer
| v Camat : Pejabat berwenang sesuai UU, memahami Permendagri
| 67/2017 & Perda setempat
| v Diklat terkait : Bimtek manajemen pemerintahan desa, bimtek
| pelayanan publik
[ v _Aiz;san'lén§ur_1§' Sekcam melakukan kontrol harian terhadap
| proses verifikasi

J v Camat

Menandatangani sekaligus memeriksa substansi




'8

6

' Jumlah Pelaksana

Jaminan
Pelayanan

Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan

I Pelaksana

| Evaluasi Kinerja
Pelaksana

sebelum rekomendasi terbit

Audit reguler : Dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten 1x setahun
Kotak saran & pengaduan: Tersedia di loket dan ditindaklanjuti
maksimal 3 hari kerja

Petugas Loket : 1 orang

Verifikator/Kasi Pem : 1 orang

Penandatangan/Camat : 1 orang
Jika beban tinggi bisa dibantu staf seksi |

|
Total 3 orang

pemerintahan .
Kepastian waktu : 3 hari kerja sejak berkas lengkap |
Kepastian biaya : Gratis, tidak dipungut biaya apapun

Kepastian prosedur : Sesuai SOP yang dipajang di loket
Transparansi : Pemohon diberi tanda terima & bisa tracking
progres via WA/telepon

Anti pungli : Ada maklumat pelayanan & pakta integritas '
Keamanan berkas : Dokumen disimpan di lemari terkunci, akses I
terbatas |

Keamanan data : Arsip digital dipassword, back-up berkala

Keselamatan kerja: APAR tersedia, jalur evakuasi jelas, ruang |

tugas sesuai SOP & regulasi

kerja layak |
Perlindungan hukum : Pelaksana dilindungi saat menjalankan |
Harian : Sekcam cek buku register permohonan

Bulanan : Rapat evaluasi Kasi Pem, bahas jumlah layanan & |

kendala
|

Triwulan : Camat evaluasi realisasi waktu layanan vs standar 3 |

hari

Tahunan : Survey kepuasan masyarakat via kuesioner/IKM
|
Tindak lanjut : Hasil evaluasi jadi dasar reward, teguran, atau |
|

diklat peningkatan kompetensi '|

CAMAT “5RANDUAGUNG
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